
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 44 TAHUN 1989 

TENTANG 
BADAN PENGELOLA INDUSTRI STRATEGIS 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan keterpaduan pengelolaan industri-

industri tertentu yang bersifat strategis sehingga mampu berproduksi secara 
terpadu dan saling menunjang, diperlukan langkah-langkah yang memungkinkan 
keterpaduan dalam pengelolaan, pelaksanaan kegiatan usaha dan 
pengendaliannya; 

  b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dibentuk suatu badan 
yang melakukan pengembangan dan pengelolaan terpadu terhadap industri-
industri tertentu yang bersifat strategis, termasuk industri di bidang pertahanan 
keamanan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan 
Pembina dan Pengelola Industri-industri Strategis dan Industri Hankam, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden 
Nomor 50 Tahun 1986; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PENGELOLA 

INDUSTRI STRATEGIS. 
 

BAB I 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

 
Pasal 1 

 
  Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan, keterpaduan pengelolaan, 

pembinaan teknis dan pengawasan terhadap badan-badan usaha milik Negara dalam 
bidang industri-industri yang bersifat strategis, dibentuk Badan Pengelola Industri 
Strategis, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pengelola. 

 
Pasal 2 

 
(1) Badan-badan usaha milik Negara dimaksud dalam Pasal 1 adalah : 

1. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang 
Nusantara; 

2. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PAL Indonesia; 
3. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PINDAD; 
4. Perusahaan Umum (PERUM) Dahana; 
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5. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Krakatau Steel; 
6. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. BARATA INDONESIA; 
7. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Boma Bisma Indra; 
8. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Kereta Api; 
9. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia; 
10. Unit Produksi Lembaga Elektronika Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia. 
  (2) Presiden menetapkan badan usaha milik Negara lainnya yang termasuk dalam 

industri yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. 
 

Pasal 3 
 

  Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas : 
a. Membina secara teknis dan mengembangkan industri-industri yang bersifat 

strategis, agar teknologi, produksivitas dan efisiensi penyelenggaraannya dapat 
menunjang pembangunan nasional dan kemandirian pertahanan keamanan 
Negara; 

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan industri-industri yang 
bersifat strategis secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna; 

c. Mengawasi penyelenggaraan dan pengelolaan industri-industri yang bersifat 
strategis. 

 
Pasal 4 

 
  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Badan Pengelola 

menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengelolaan, perencanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan program 

pengembangan dan program produksi dari industri-industri yang bersifat strategis; 
b. Pengelolaan, perencanaan dan pengawasan atas upaya transfer teknologi dan 

transformasi industri serta pengembangan industri-industri yang bersifat strategis 
dalam suatu keterpaduan; 

c. Pengelolaan, perencanaan dan pengawasan terhadap usaha pengembangan 
kekayaan dan pemasaran industri-industri yang bersifat strategis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
-  3  - 

 
 

BAB II 
ORGANISASI 

 
Bagian Pertama 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 5 
 

(1) Badan Pengelola diketuai oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi. 
(2) Susunan organisasi Badan Pengelola terdiri dari : 

a. Ketua; 
b. Wakil Ketua; 
c. Deputi Perencanaan; 
d. Deputi Ekonomi dan Keuangan; 
e. Deputi Teknologi; 
f. Deputi Administrasi. 
 

Bagian Kedua 
Ketua dan Wakil Ketua 

 
Pasal 6 

 
  Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengelola membawahi dan 

bertanggung jawab atas bidang teknis industri yang bersifat strategis, mempunyai 
tugas : 
a. Memimpin Badan Pengelola sesuai dengan tugas pokok dan membina aparatur 

Badan Pengelola agar berdaya guna dan berhasil guna; 
b. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan baik terhadap kekayaan negara 

yang tertanam dalam industri-industri yang bersifat strategis maupun terhadap 
kebijaksanaan pengelolaan industri-industri yang bersifat strategis secara terpadu, 
berhasil guna dan berdaya guna; 

c. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selaku Kuasa Pemegang 
Saham dengan disertai hak substitusi dari Menteri Keuangan bagi pembinaan dan 
pengelolaan industri-industri yang bersifat strategis; 

d. Menyelenggarakan kerjasama pengembangan industri-industri yang bersifat 
strategis dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya di dalam dan luar 
negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 7 

 
  Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengelola dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. 
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Pasal 8 
 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Badan Pengelola dibantu oleh seorang 
Wakil Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Badan Pengelola. 

(2) Dalam hal Ketua Badan Pengelola berhalangan, Wakil Ketua mewakili Ketua 
Badan Pengelola. 

 
Bagian Ketiga 

Deputi Perencanaan 
 

Pasal 9 
 

  Deputi Perencanaan adalah unsure pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan 
Pengelola yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua 
Badan Pengelola. 

 
Pasal 10 

 
  Deputi Perencanaan melaksanakan pembinaan rencana strategi usaha jangka 

panjang dan rencana program-program pengembangan usaha dari industri-industri 
yang bersifat strategis serta melaksanakan pengembangan sistem informasi di 
lingkungan Badan Pengelola. 

 
Pasal 11 

 
  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi 

Perencanaan menyelenggarakan fungsi : 
a. Merumuskan strategi usaha jangka panjang untuk mencapai tujuan dan sasaran 

usaha industri-industri yang bersifat strategis secara terpadu, berdaya guna dan 
berhasil guna; 

b. Merencanakan program pengembangan usaha dari industri-industri yang bersifat 
strategis secara terpadu; 

c. Pengembangan sistem informasi secara terpadu dari industri strategis serta 
sebagai pusat informasi di lingkungan Badan Pengelola. 

 
Pasal 12 

 
(1) Deputi Perencanaan membawahkan : 

a. Biro Strategi Usaha; 
b. Biro Program Pengembangan Usaha; 
c. Biro Pusat Informasi. 

  (2) Masing-masing Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab 
langsung kepada Deputi Perencanaan. 

 



 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
-  5  - 

 
 

Bagian Keempat 
Deputi Ekonomi dan Keuangan 

 
Pasal 13 

 
  Deputi Ekonomi dan Keuangan adalah unsure pelaksana sebagian tugas dan fungsi 

Badan Pengelola yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Ketua Badan Pengelola. 

 
Pasal 14 

 
  Deputi Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan 

anggaran keuangan dan pendanaan, pengawasan keuangan serta meningkatkan 
upaya pemasaran hasil-hasil produksi industri-industri yang bersifat strategis. 

 
Pasal 15 

 
  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Ekonomi 

dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : 
a. Menyusun pendanaan dan anggaran untuk mengembangkan usaha industri-

industri yang bersifat strategis secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna; 
b. Meningkatkan sistem tata niaga pemasaran hasil produksi industri-industri yang 

bersifat strategis; 
c. Melakukan pengawasan keuangan secara terpadu terhadap pengelolaan industri-

industri yang bersifat strategis. 
 

Pasal 16 
 

(1) Deputi Ekonomi dan Keuangan membawahkan : 
a. Biro Pendanaan dan Anggaran; 
b. Biro Strategi Pemasaran; 
c. Biro Pengawasan Keuangan. 

  (2) Maing-masing Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab 
langsung kepada Deputi Ekonomi dan Keuangan. 

 
Bagian Kelima 

Deputi Teknologi 
 

Pasal 17 
 

  Deputi Teknologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelola 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Badan 
Pengelola. 
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Pasal 18 
 

  Deputi Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengembangan 
teknologi proses produksi dan teknologi rekayasa rancang bangun dari industri-
industri yang bersifat strategis. 

 
Pasal 19 

 
  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Teknologi 

menyelenggarakan fungsi : 
a. Mengelola pengembangan teknologi proses  produksi pada industri-industri yang 

bersifat strategis; 
b. Mengelola pengembangan teknologi rekayasa rancang bangun pada industri-

industri yang bersifat strategis; 
c. Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi program pengembangan usaha 

industri-industri yang bersifat strategis. 
 

Pasal 20 
 

(1) Deputi Teknologi membawahkan : 
a. Biro Teknologi Proses Produksi; 
b. Biro Teknologi Rekayasa Rancang Bangun; 
c. Biro Pengendalian Program. 

  (2) Masing-masing Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab 
langsung kepada Deputi Teknologi. 

 
Bagian Kelima 

Deputi Administrasi 
 

Pasal 21 
 

  Deputi Administrasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan 
Pengelola yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua 
Badan Pengelola. 

 
Pasal 22 

 
  Deputi Administrasi mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan administrasi perlengkapan, 
anggaran, ketatausahaan, dan penelaahan peraturan perundang-undangan yang 
diperlukan guna menunjang tugas dan fungsi Badan Pengelola; 

b. Melakukan perencanaan sumber daya manusia dari industri strategis secara 
terpadu dan melaksanakan kegiatan-kegiatan hubungan kemasyarakatan. 
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Pasal 23 
 

  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Deputi 
Administrasi menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengelolaan dan pengawasan perlengkapan, anggaran dan ketatausahaan Badan 

Pengelola; 
b. Pengelolaan dan pengawasan administrasi personil, pendidikan dan latihan Badan 

Pengelola dan perencanaan sumber daya manusia industri strategis secara 
terpadu; 

c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan hubungan masyarakat, penelaahan dan 
perumusan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam rangka 
mendukung tugas dan fungsi Badan Pengelola. 

 
Pasal 24 

 
(1) Deputi Administrasi membawahkan : 

a. Biro Umum; 
b. Biro Personalia, Pendidikan dan Latihan; 
c. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. 

 
(2) Masing-masing Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang bertanggung jawab 

langsung kepada Deputi Administrasi. 
 

 
BAB III 

TATA KERJA 
 

Pasal 25 
 

  (1) Badan Pengelola dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, melaksanakan hubungan kerjasama dengan 
semua instansi pemerintah, lembaga-lembaga di dalam masyarakat yang 
mempunyai kaitan kerja dengan kebijaksanaan pembinaan dan pengelolaan 
industri-industri yang bersifat strategis. 

  (2) Badan Pengelola membina dan mengatur pengelolaan teknologi, produktivitas dan 
efisiensi dari industri-industri yang bersifat strategis. 

 
BAB IV 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
 

Pasal 26 
 

  (1) Ketua Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
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  (2) Wakil Ketua dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua 

Badan Pengelola. 
  (3) Kepala Biro dan pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan 

Pengelola. 
 

BAB V 
ANGGARAN BELANJA 

Pasal 27 
 

  Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pengelola 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 28 

 
  Perincian tugas, fungsi dan susunan organisasi serta tata kerja Badan Pengelola 

ditetapkan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengelola setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang 
pendayagunaan aparatur Negara. 

 
Pasal 29 

 
  (1) Menteri Keuangan selaku pemegang saham Negara dalam badan-badan usaha 

milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memberikan kuasa dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri Negara Riset dan 
Teknologi/Ketua Badan Pengelola. 

  (2) Menteri-menteri yang sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap badan-badan usaha milik Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melimpahkan kewenangan, pembinaan 
dan pengawasan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan 
Pengelola. 

  (3) Pelimpahan kewenangan tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan hak 
substitusi. 

 
Pasal 30 

  Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
        Ditetapkan di Jakarta 
        pada tanggal 28 Agustus 1989 
 
        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
          ttd 
          S O E H A R T O 


